PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  dilakukan dengan  memberikan
kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab
kepada Daerah;

bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2000, tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor merupakan jenis Pajak Propinsi;

bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan
salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat potensial
guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu
menetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Otonom  Propinsi  Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1106);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);



10.

11.

12.

-2-

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undantg-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden;
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13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Barat

Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat | Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Prop. Daerah Tingkat | Kalimantan Barat
Tahun 1986 Nomor 60 seri C No.r 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan
Barat;

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

Propinsi Kalimantan Barat;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undang yang berlaku;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PBB-KB adalah Pajak yang dipungut atas bahan
bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang
digunakan untuk kendaraan diatas air;

. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua

atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua
jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar yang bergerak;

Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang
digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor;

. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen

bahan bakar yaitu Pertamina dan atau produsen bahan bakar
lainnya;

10. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya

disebut SPBU adalah tempat pengisian bahan bakar
kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk
kendaraan bemotor, termasuk bahan bakar yang digunakan
untuk kendaraan diatas air.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Penyedia Bahan Bakar
Kendaraan  Bermotor digunakan untuk  melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajakatau Wajib Pungut
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang
ditetapkan oleh Gubernur.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah
yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Barat;



BAB 11

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PBBKB
Pasal 2

Pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang
disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor,
termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air
dinamakan PBB-KB

Pasal 3

(1) Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang
disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor
termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

(2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas.

Pasal 4

(1) Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaran bermotor
di Daerah .

(2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB 111

DASAR PENGENAAN,TARIF
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan
bermotor

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah harga
jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBBKB

Pasal 6
Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Pasal 7

Besarnya PBB-KB yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) atau ayat (4)
Peraturan Daerah ini.

BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Wilayah pemungutan PBBKB adalah di wilayah Daerah.



